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PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW, PROVINSI SULAWESI UTARA, sebagai
Pemohon;
melawan
TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
XXX XXXXX  XXXXXX, tempat kediaman di KOTAMOBAGU
SELATAN, , sebagai Termohon;
Pengadilan Agama Tersebut ;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keteranganPemohon
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwaPemohon berdasarkan suratpermohonannya
tertanggal25 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Kotamobagu dengan Nomor :35/Pdt.G/2023/PA.Ktg, tanggal25 Januari
2023 telah mengajukanpermohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 18 Mei 2015, Pemohon dan Termohon telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXXX, Sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah
Nomor : 93/16/V/2015, tertanggal 19 Januari 2023;
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Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxx, kemudian pindah dan tinggal di
rumah orang tua Termohon diXXXXXXXXX XXXXXXXXX sampai terjadinya
perpisahan dan sudah di karuniai 1 orang anak yang bernama :

Mohamad Afgan Rodaya usia 7 tahun anak tersebut berada dalam asuhan
Termohon

Bahwa sejak 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai
tidak harmonis disebabkan karena Termohon sering berhutang kepada
orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan tahu-tahu ada orang yang
datang untuk menagih hutang Termohon;

Bahwa puncaknya pada tahun 2019 terjadi pertengkaran masalah yang
sama kemudian Pemohon pergi dari rumah meninggalkan Termohon
kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya tidak tinggal bersama dan tanpa
melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon
untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu kiranya berkenan menerima
dan memeriksa perkara ini;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada upaya perdamaian untuk
bersama-sama kembali membina rumah tangga;

. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cg. Hakim Tunggal yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama
Kotamobagu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
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. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Termohontidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan

Pemohonyang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohonatau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Termohonatas permohonan Pemohontidak
dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya, Pemohon
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat :
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 93/16/V/2015 Tanggal 19 Januari 2023
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXX XXXXXXX,
XXXXXXXXX  XXXXXXX  XXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh
Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah
dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf
Hakim;;
Bukti Saksi :
Saksi 1, Wiwin Hatam binti Idris Hatam, umur 41 tahun, agama Islam,
pekerjaan xxx XxXxxx XxXxxxx, bertempat tinggal di Jalan AKD Rt 12 Rw 06
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DusUN 6, XXXX XXXXXX , XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXK XXXXXXX XXXXXXXXX, di
bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut:
0 Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi
adalah Ibu Kandung Pemohon;
0 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal
bersama di rumah orang tua Termohon di XXXX XXXXXX,
kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Termohon di
XXXXXXXXX  XXXXXXXxX dan di karuniai 1 orang anak yang
bernama Mohamad Af gan Rodaya usia 7 tahun anak tersebut
berada dalam asuhan Termohon;
0 Bahwa rumah tangga PemohondanTermohonpada awalnya
rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak sejak tahun
mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
0 Bahwa penyebabnya karena Termohon sering berhutang
kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan tahu-
tahu ada orang yang datang untuk menagih hutang Termohon;
0 Bahwa, saksi mengetahui dengan cara melihat dan
mendengar langsung saat Pemohon dan Termohon bertengkar;
0 Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal
bersama sekitar tahun 2019, Pemohon pergi dari rumah
meninggalkan Termohon kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya
tidak tinggal bersama dan tanpa melakukan hubungan layaknya
suami isteri;
0 Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan
Termohon namun tidak berhasil;
Saksi 2, Wanira Hatam binti Idris Hatam, umur 38 tahun, agama Islam,
pekerjaan xxx XxxxX XXxxxX, bertempat tinggal di Jalan AKD Rt 12 Rw 6
Dusun 6, XXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX, di
bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut:
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0 Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi
adalah Tante dari Pemohon;

0 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di
Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua
Termohon di xxxx xxxxxX, kemudian pindah dan tinggal di rumah
orang tua Termohon di XXXXXXXXX XXXXxXXxxX dan di karuniai 1
orang anak yang bernama Mohamad Afgan Rodaya usia 7
tahun anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

0 Bahwa rumah tangga PemohondanTermohonpada awalnya
rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak sejak 2018
mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

0 Bahwa penyebabnya karena Termohon sering berhutang
kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan tahu-
tahu ada orang yang datang untuk menagih hutang Termohon;;
0 Bahwa, saksi mengetahui dengan cara melihat dan
mendengar langsung saat Pemohon dan Termohon bertengkar;
0 Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal
bersama sekitar tahun 2019, Pemohon pergi dari rumah
meninggalkan Termohon kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya
tidak tinggal bersama dan tanpa melakukan hubungan layaknya
suami isteri;

0 Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan
Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar
tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohonmenyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohonyang hadir
sedangkan Termohontidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana
ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah
diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohontidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Termohonharus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa
hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohontelah dinyatakan tidak hadir,
dan permohonan Pemohonmempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan
hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan

Pemohondapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohonmengajukan permohonan
cerai adalah Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga
telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih tahun 2019 sampai
sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada
komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalii permohonanPemohon karena
Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan
perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohontelah mengajukan bukti P berupa fotokopi

Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai
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akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai
dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti
tersebut menerangkan bahwa Pemohontelah menikah dengan TermohonMei
2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti
P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Pemohondengan Termohonadalah suami istri sah, menikah
pada tanggal Mei 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohonjuga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:
Wiwin Hatam binti Idris Hatam dan Wanira Hatam binti Idris Hatam, keduanya
telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk

perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah
memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175
RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu
memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas
serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud
Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg.yakni saksi-saksi tersebut
menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan
pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi
tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian oleh karenanya dapat diterima

sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis
dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta
hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
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2. Bahwa kurang lebih sejak sejak 2018 Pemohon dengan Termohon sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon sering
berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan tahu-tahu
ada orang yang datang untuk menagih hutang Termohon;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejaktahun
2019yang hingga kini telah berlangsung selama 4 (empat) tahun ;

4. Bahwa selama pisah, Termohon tidak pernah menafkahi Pemohon;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim
Tunggal berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi
keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi
pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar tahun 2019, dan tidak ada
harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling
mempedulikan lagi bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai
dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat
diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga
yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,
bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat
menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah
rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk
memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat
kondisi rumah tangga Pemohondengan Termohonsebagaimana tersebut di
atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja
tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan
penderitaan batin baik bagi Pemohonmaupun Termohon, karena itu perceraian

dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang
pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
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sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal

3 Kompilasi Hukum Islam jo. Al-Qur’an Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

do>982900Siule> g lgldllgiSui 51 jloSinsilinaSlalxilgilliog
U9 a0 68l LS | syasl

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih
dan saksing. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan petunjuk

Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

aulzsiomigllllasMalllgo j=ils

Artinya : “barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT
Maha mendengar Dan Maha mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka
alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi
ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-
tidaknya permohonanPemohonuntuk bercerai dari Termohontelah memiliki
cukup alasan, maka permohonanPemohonpatut dikabulkan dengan memberi
izin kepada Pemohonuntuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI
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1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan
Agama Kotamobagu;

4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
295.000 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan
Agama Kotamobagu pada hari Rabutanggal Februari 2023M. bertepatan
dengan tanggalFebruari 2023H. oleh Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H
sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi
oleh Rianti Kasim, S.Agsebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Pemohontanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

Rianti Kasim, S.Ag

Rincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp. .000,00
Biaya Proses : Rp. .000,00
Biaya Panggilan : Rp. .000,00
Biaya PNBP : Rp. .000,00
Biaya Redaksi : Rp. .000,00
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Biaya meterai : Rp. .000,00
Jumlah : Rp. .000,00
(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
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